PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2006
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BUPATI BANGGAT,

genimbang = @. bahwa perkembangan gan kemajuan Kecamatan

E;I:J?:n I;hususnya dan Kabupaten Banggai pada
it ya serta adanya aspirasi yang berkembang

am masyarakat, maka dipandang perlu melakukan
pemekaran terhadap Desa Balaang guna
meningkatkan penyelenggaraan  Pemerintahan,
Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk

mempercepat Pemberian pelayanan guna peningkatan
kesejateraan masyarakat:

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk,
luas wilayah Desa Balaang Kecamatan Nuhon, maka
dipandang perlu membentuk Desa Kabua-bua sebagai
pemekaran dari Desa Balaang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Pembentukan Desa Kabua-bua.

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) ;

4 Unda)né — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
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Daerah (Lembarap

Tam Negara RIT,
bahan Lembargn Negara Nm‘rﬁ%‘;)“' goiRe:

5. Peratura .
: PEmPe:mnta!-\ Nomior 25 Tahun 2000 tentang
hOterlntah dan Kewenangan Propinsi
Nomor 54 T°“°m (Lembaran Negara Rl Tahun
3952) ; » 18Mbahan Lembaran Negara Nomor

6. Perat .
Desa Ur?Eei;f?er‘“tah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
158"Famb h oran Negara RI Tahun 2005 Nomor

+hanan Lembaran Negara RI Nomor 4587)

7. _I;:Lalfrt:rggo Daerah  Kabupaten Banggai Nomor 20
0 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai

(Lembaldn DaEIBh Kab i
UpatEH Banggal la ||U|| 200
NOIIIOl 35, SE” D NO 101 13).

.
!

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAL
dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG PEMBENTUKAN DESA KABUA-BUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Bupati adalah Bupati Banggai. _
Perelerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pe.mermt.man
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam slst_lm dan piinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

4 ggrlr?elrﬁgh Daerah adalah Bupati besertd Perangkat Daerah sebag i
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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pewan Perwakilan Rakyat Daerah
* adalah Lembaga  Penyqyi,- RakyZ? ngD selanjutnya disebut DPRD

sebagai Unsur penyelen 3 aerah  Kabupaten Banggai
ecamatan adalah Wila%%?lfakPemerlntahan Daerah

erj ol
Kabupaten Banggai. "2 Camat Sebagai Perangkat Daerah
atau yang di

D::I: : kesyatugn S;l;ut dengan nama lain selanjutnya disebut desa
; >Yarakat - hykyn Yang memiliki batas batas
gatur dan mengurys kepentingan
LAt _ N asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan oo, . foe
negara kesatuarn Republik Indonzgi];atl dalam  sistem pemernintahan
g Dusun atau yang disebyt
dalam desa yang mer
pemerintahan desa,

e T 0=

dengan nama |

ain adalah bagian wilayah
upakan : i

lingkungan kerja pelaksanaan

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kahy

a-bua dalam wilayah
Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, Provins Sula

wesi Tengah.

Pasal 3

Desa Kabua-bua adalah berasal dari sebagian wilayah Desa Balaanq y.11q
luasnya 30 KM?,

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Kabua-bua sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, luas wilayah Desa Balaang dikurangi luas wilayah Kabua-bua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Desa Kabua-bua mempunyai batas wilayah:
a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini ; .
b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batui ;
C. Sebelah Selatan dengan Desa Damai Makmur ;
d. Sebelah Barat dengan Desa Tobelombang . .

() Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) qltuangkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini. o

) Penentuan batas Wilayah Desa Kabua-b.ua secara pasti dllapdngan,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 6

pengan dibentuknya Desa Kabua-
pasal 2, dan mempunyai luas wj|
pasal 3, Pemerintah Desa Kabya-
wilayah Desa atas petunjuk da

bua sebagaimana dimaksud dalam
ayah sebagaimana dimaksud pada
bua wajib menetapkan Tata Ruang

N bimbingan Camat Nuhon sesuai
dengan Peraturan Perundang — undangan ?rang berl:tkuN
) Pgnetkaspe(ajn Tacuita Ruang Wilayah Desa Kabua-bua sebagaimana
gm;)?salgkanpga?i W?a\:::t R(I)’ dilakukan secara terpadu dan tidak
er uang Wilayah Nasi i
dan Kecamatan . yah Nasional, Provinsi, Kabupaten

(1)

Pasal 7

hukota Desa Kabua-bua berkedudukan di Kabua-bua.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kabua-
bua. Bupati, Camat Nuhon dan Kepala Desa Balaang sesuai dengan
wewenang dan Tugasnya masing — masing menginventarisasi dan
mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Kabua-bua sestiol
dengan Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :

a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bercerak
yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa
Balaang yang berada dalam wilayah Desa Kabua-bua.

b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karend sifatny
diperlukan oleh Desa Kabua-bua.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung ik
tanggal diresmikannya Desa Kabua-bua.

Pasal 9
Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Batu Hitam

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kabua-bua.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pel_aksanaan Peraturan
%€rah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 11
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap  orang dapat mengetahuinya, memerntahkar
ngundangan Peraturan Daerah inj dengan penempatanya dalaim
embaran Daerah Kabupaten Banggai,

_Ditetapkan di Luwuk
/iypada‘tanggal 7 Juli 2006
"-: \\"2/-\. >

s . [y A
) ¥ 1 |
ke A,

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Juli 2006

PIt.SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN,

: /iSMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 15
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